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FENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN
STANDIGHIDEN) DALAM PERJANJIAN ASURANSI

Mokhamad Khoirul Huda
E-mail; emkahuda@hangtuah.ac.id
Ninis Nugraheni
E-mail: ninisnugraheni@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstrak

i dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian
i diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Westemming van degenen die zich verbinden), kecakapan untuk membuat perjanjian (de
id om eene verbintenis aan te gaan), suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp)
suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (eene geoorloofie oorzaak). Ketentuan Pasal
BW berlaku bagi perjanjian asuransi sebagai syarat umum di samping syarat khusus
terdapat dalam buku I Bab IX WvK. Syarat khusus yang dimaksud antara lain:
kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest principle), asas kejujuran
sempurna (utmost good faith), asas idemnitas (indemnity principle) dan asas subrograsi
asi principle).
1321 BW menyebutkan tiga alasan untuk pembatalan perjanjian yaitu: kesesatan
ng), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog). Dalam praktek pengadilan di Indo-
2 penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheiden atau undue influence) dapat
ikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian.

yalahgunaan keadaan tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian
 w2pi berhubungan dengan apa yang terjadi pada saat lahimya perjanjian. Menggolong-
%an penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak lebih sesuai
‘Semgan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut
pembatalan pejanjian. Penyalahgunaan keadaan diketegorikan sebagai cacat kehendak
Sazena lebih sesuai dengan isi dan hakikat penyalagunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak
- Seshubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian melainkan mempengaruhi syarat-
svarat subjektif.

Fenyalahgunaan keadaan dalam perjanjian asuransi terjadi karena kedudukan ter-
“emggung dalam perjanjian tersebut lebih lemah, dimana penanggung memiliki keadaan
*eunggulan dalam bidang ekonomis maupun kejiwaan,

Key Word: perjanjian, asuransi, tertanggung, penanggung, penyalahgunaan keadaan,
pembatalan.
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A. Latar Belakang

Kehidupan pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat haks
dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud adalah suatu sifat “tidak kekal” ¥y
selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal selalu me
liputi dan menyertai manusia baik sebagai pribadi, kelompok atau bagian kelompok dalam
melakukan kegiatan.!

Dengan sifat tidak kekal maka ada ketidakpastian dari sifat alamiah dari manusia ¥
berupa peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang biasa disebut den
risiko,’ sehingga kondisi ini menggerakkan manusia untuk melakukan upaya-upaya untuk :
hindari atau mengatasi risiko yang akan dihadapi tersebut. Untuk itu sangat penting upays
untuk melindungi seseorang dari risiko yang mungkin akan timbul, yang belum diketahui s
belumnya dan tidak dikehendaki oleh setiap manusia, serta mengurangi beban bagi keluarga
yang ditinggalkan.? '

Dalam hukum perjanjian, semua perjanjian baik yang tersurat atau yang tersirat meng-
alokasikan risiko dengan beberapa cara, misalnya dalam rancangan perjanjian, kejelasan das
ketetapan bahasa digunakan untuk menerangkan maksud dari dari risiko. Risiko selalu ada d
kehidupan manusia. Manusia tidak dapat memastikan akan apa yang terjadi dimasa yang akas
datang dan hanya kematianlah suatu kepastian dalam hidup ini tetapi kapan dan dimana ke
matian itu tidak dapat diprediksi. Jika seandainya kematian dapat diprediksi maka manuss
pasti akan menyiapkannya.*

Pengalihan risiko yang sangat besar menurut Robert Mehr dalam bukunya Abdulkade
Muhammad dapat berupa:

(a) menghindari risiko (risk avoidence) tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugiase
(b) mengurangi risiko (risk reduction) yaitu memperkecil peluang kerugian;
(c) membagi risiko (risk sharing) membagi risiko dengan pihak lain; dan

(d) mengalihkan risiko (risk transfer) memindahkan risiko kepada pihak lain.’

Pengalihan risiko pada orang lain yang mengantikan kerugian dituangkan dalam bentuk
perjanjian asuransi. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak bahwa “pengalihan risiko dengas
pertanggungan/asuransi dalam bidang usaha-usaha besar dianggap cara yang paling meng-
untungkan”.® Teori Pengalihan risiko menyatakan jika kerugian ekonomi yang benar-benas
disebabkan oleh suatu risiko tertentu, seperti disability, dapat dibagi pada banyak orang yame

' Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 1.

* Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.120 (selanjutnya disebes
Abdulkadir Muhammad (1) ). Risiko dalam istilah i disel 1 yang diadopsi dari bahasa Belanda evene

sedangkan dalam bahasa Inggris disebut fortuitious event adalah peristiwa yang tidak pasti dimana tidak dapat dipastsicm

ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatk kerugian, Sedangk ur 5

risiko adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat dari suaty peristiva diluar kesalahannyz. veg

menimpa benda yang menjadi mill bandingkan dengan S.R. Diacon yang menyatakan Risk is prevent wherever b

being are unable to control or perfectly the future (ristko itu ada setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempusna

atau getaui lebih dahul genai masa depan) Lihat SR. Diacon dan R.I Carter, Success i Insurance, Jobn Murrey Lag

!l;:ndon‘. 1984, hal 3, L:\&u hS;:ewm Djojosoedarso yang mengatakan bahwa risiko timbul karena adanya ketidakpastian. vamg
rarti ketidaknasts ok reniakan Lot PRI [ L

P F yang meny i3 B 'g meng; '3 >4
untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi dimasa mendatang, sebagaimana dikutip dalam s
Suryono, Tanggung Jawah Penanggung dalam Asuransi Kesehatan di Indonesia, Disertasi Program Pascasarjana Univesom
Alrlangga, Surabaya, 2003, hal.34.

* Djoko Prakoso, Hukum Asurassi Indonesta, Rineke Cipta, Jakarta, 2004 hal 275. Risiko merupakan ketidaktensums
(uncertainty) yang mungkin melahirkan kerugian (lost). Ketidaktentuan tersebut dibagi menjacki 3 yaitu: (a) ketidak
ekonomi (economy uncertainty) yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, misalnya
selera atau minat atau adanya perkemt gan tehnologi; (b) ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (uncertainty of -
dan (c) ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilal ia (human being) misalnya Peperangan, pencurian dan lasews

* Robert H. Jerry, Understanding Insurance Law, Lexis, San Fransisco, 2002, hal. 13,

* Abdulkadir Muhammad (1), Op.Cit,, hal.118-119, bandingkan dengan Sri Rejeki Hartono, yang menyatakan tindskas

i ricl o) L A | P
1. < s

yang lazim untuk menghadapi risiko berupa: (a) hindarkan (avoid, atau tidak becbuus
mmggartidakmend;palkmgiam(b)menmgah&.. ion) mak y gadakan tindakan tertentu dengan s
paling tidak mengurangi kerugian; (c) mengalihkan (transf ) maksudnya k gkhmnbunxkymgdapatmeﬂmmd:—
dialihkan pihak lain dan ima ( pation or retenti ). lihat Sri Rejeki Hartono, Op.Cit,, hal. 69,

% E:::lny Pangaribuan Simanjuntak, Hikion Pertanggungan darn Perkent ganm, Badan Pembi Hukum Nasional Jakams
1980, hal.4.




merupakan subyek dari risiko kerugian tersebut dan probabilitasnya kerugian relatif
setiap orang, maka biaya untuk setiap orang akan relatif kecil.””

sgabihan risiko dengan mengunakan perjanjian asuransi hingga saat ini masih diatur
Jua ketentuan yang terkodifikasi baik dalam Burgerlijk Wethoek (selanjutnya disingkat BW)
n Wetboek van Koophandel (selanjutnya disingkat WvK). Kedua ketentuan tersebut di-
shan (publicatie) pada tanggal 30 April 1847 dan termuat dalam Staalsblaad 1847 No.23.

swanjian asuransi di klasifikasikan sebagai salah satu dari perjanjian untung-untungan
wereenkomsten) sebagaimana diatur dalam Pasal 1774 BW. Suatu perjanjian untung-untungan
suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun
mentara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: per-
s perfanggungan; bunga cagak hidup (lijfrente); perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang
ma diatur dalam WvK.”?

Sedangkan dalam WvK, perjanjian asuransi diatur mulai pada Buku I Bab IX tentang asuransi
sis umumnya dan Bab X tentang asuransi terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang meng-
= hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, dan asuransi jiwa. Buku II Bab IX tentang
i segala bahaya di laut dan terhadap perbudakan, dan Bab X tentang asuransi terhadap
2ya dalam pengangkutan di daerah, di sungai dan perairan darat.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam WvK, sehingga ketentuan
srat-syarat sah suatu perjanjian yang ada dalam BW berlaku juga pada perjanjian asuransi.
ena perjanjian asuransi masuk dalam kategori perjanjian khusus maka ketentuan syarat sah
- ssatu perjanjian dalam Pasal 1320 BW harus dipenuhi berkaitan dengan kesepakatan para pihak,
Sewenangan berbuat, objek tertentu dan kausa yang tidak bertentangan dengan norma hukum,
sedangkan syarat khususnya ber-kaitan dengan kewajiban pemberitahuan diatur dalam Pasal
351 WvK
Berdasarkan uraian sebagaimana tertuang dalam bagian latar belakang, maka isu hukum
tama yang akan dikaji dalam penelitan ini adalah penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian
asuransi Jiwa?

8. Pembahasan

Ketentuan Pasal 1233 BW mengatur: “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan,
baik karena undang-undang.” Menurut Subekti yang dinamakan perikatan adalah suatu per-
hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak
menuntut sesuatu hal dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lain berkewajiban untuk meme-
nuhi tuntutan itu.®

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut
sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
itu. Pihak yang menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si bepiutang, sedangkan pihak yang
berkewajiban mememenuhi tuntutan dinamakan debitor.!’

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu, imbul-
lah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu me-
nerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian
itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis.’*

7 Hamzah, Aswransi Tanggung Jawab Produk, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hal.16.

* Die iets ter leen ontvangt, getmmdmalsemgoedhmvadermdebewm-hgenhetbdwwv 3oed¢e
wgml-{i]magdamvmgam gebruik maken dan hetwelk de aard der zaak medebren, oqudeomeei;mst
alles op strafe van veroeding an kosten, schaden en interessen, indien daartoe groden

¥ Subekti, Hukunt Perjanjian, cetakan ke XV, Intermasa, Bandung, 1994, hal.l. (Sehnjumya disebut Subekti 1),

1 H.Mashudi dan M.Chaidir Al, Bab-Bab Hukum Perikatan, Pengertian-Pengertian Elementer, Bandung, Mandar Maju, 1995
hal. 55.

"1 Subekti (1), Op.Cit, hal.l Bandingkan dengan H.Mashudi dan M.Chaidir Ali, Op.Cit, hal.55, bahwa suatu p
{overeenkoms) adalah suatu perbuatan bedasarkan sepaka!mnnduamukhhpuhakunmkmengadakanahbaw
lwhmyangdlperkemnkmserupemuqumudakbdehd!gaduhkm dengan rtian perik
dapat melahirkan suatu perikatan dan persetujuan sedikian disebut persetujuan obligatoir.
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Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbit-
kan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber yang lain.
Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan
sesuatau. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama
artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan
tertulis saja. Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting dan bersifat abstrak,
sendangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa,

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 BW dijelaskan sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan diri dengan mana satu pihak atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”* Pasal 1313 BW terdapat ketidakjelasan
definisi karena setiap perbuatan dapat dikatakan sebagai perjanjian dan tidak jelas mengenai
asas konsensualisme dalam definisi tersebut. Untuk lebih memperjelas definisi perjanjian, maka
harus dicari dalam doktrin, yakni sebagai berikut: “perjanjian adalah perbuatan hukum berdasar-
kan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Purwahid Patrik menguraikan beberapa kelemahan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313
BW, yaitu:

1) Definisinya hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, yang dapat disimak dari rumusan”
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata meng-
ikatkan merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja. Tidak dani
kedua pihak. Sedangkan maksud perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri, sehingga
tampak kekuranganya yang seharusnya ditambah dengan rumusan”saling mengikatkan diri”:

2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus/kesepakatan, termasuk perbuatan meng-
urus kepentingan orang lain (zagkwarnaming) yang menunjukkan makna “perbuatan itu hias
dan menimbulkan akibat hukum”;

3) Rumusannya mempunyai ruang lingkup harta kekayaan (vermogenrecht).”

Suryodiningrat mengemukakan pandangan pengertian Pasal 1313 BW sebagai berikut
(a). hukum tidak ada sangkut pautnya dengan setiap per-ikatan dan setiap sumber perikatan,
sebab apabila penafsiran dilakukan secara luas, setiap janji adalah persetujuan; (b). perkataan dan
perbuatan apabila ditafsirkan secara luas, dapat menimbulkan kerugian sebagai akibat adanya
perbuatan melanggar hukum; (c). definisi Pasal 1313 BW hanya mengenai persetujuan sepihak
(unilateral), satu pihak sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya tidak berprestasi (misal-
nya schenking atau hibah) seharusnya persetujuan itu berdimensi dua pihak, di mana para pihak
saling berprestasi; (d). Pasal 1313 BW hanya mengenai persetujuan obligatoir (melahirkan hak
dan kewajiban bagi para pihak) dan tidak berlakuy bagi persetujuan jenis lainnya (misalnya
perjanjian liberatoir/membebaskan; perjanjian dilapangan hukum keluarga, perjanjian kebendaan
dan perjanjian pembuktian).'¢

Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak
lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan &
gunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melanggas
hukum. Untuk itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebus
(a). perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan uns
menimbulkan akibat hukum; (b). menambah perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dal=ms
Pasal 1313 BW; (c). Sehingga perumusan menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum &

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap st
orang atau lebih.'

** Bandingkan dengan pendap Subekti yang gatakan perfanii addahsua!uperisﬁwadimanamtangbemub
pada sorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, Hubungan antara perikatan s
penjanj dalzh perjanjian itu menerbitkan perik Perjanji ber perikatan, disamping sumber yang lain. Sesse
perjaniian juga dinamakan persetujuan, karana dua pihak itu setuju melakuk Dapat dikatakan bahwa dus pestiss

{perianjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.
** Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 45-46.
* RM Suryodiningrat, Azes-Azas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1985, hal, 72-74,
= Setiawan, Pokok-Pokok Hukim Perikatan Beserta Perkembangannya, Liberti, Yogyakara, 1985, hal8.




Perjanjian atau kontrak seringkali masih dipahami secara rancu dalam praktik bisnis. Pelaku
bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda.
Berdasarkan BW, terminologi kontrak sendiri tidak dapat ditemukan. Kontrak pada dasarnya
adalah perjanjian itu sendiri akan tetapi lebih bersifat sempit karena pengertian kontrak ditujukan
kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Dalam pemahaman Subekti, suatu perjanjian
yang tertulis saja yang dapat disebut dengan istilah kontrak, sedangkan suatu perjanjian yang
dibuat secara tidak tertulis (lisan) tidak dapat disebut dengan istilah kontrak, melainkan per-
janjian atau persetujuan. '

Secara dogmatik, BW sebagai produk hukum kontrak warisan kolonial Belanda mengguna-
kan isilah Overeenkomst dan Contract untuk pengertian yang sama. Sebagaimana dapat dicermati
dari judul Buku III Titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau per-
janjian yang dalam Bahasa Belanda sebagai bahasa asli, yakni”Van verbentenissen die uit contract
of overeenkomst geboren worden .’

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kontrak adalah perjanjian (secara ter-
tulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa dan seterusnya atau persetujuan yang
bersanksi hukum atara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

Black’s Law Dictionary, memberi pengertian tentang kontrak, yakni: “An agreement between
fwo or more parties creating obligation that are enforceable or otherwise recognizable at law (a binding
contract)” ™ Perjanjian tercipta tatkala ada perjumpaan kehendak para pihak. Prinsip konsensual
ini yang melandasi perjanjian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat 1 BW.
Apapun perjanjian yang dibuat dapat dikatakan bahwa kesepakatan bersama merupakan prinsip
dasar yang menentukan keabsahan perjanjian. Ada empat syarat yang harus dipenuhi sebelum
suatu perjanjian dapat dinyatakan mengikat secara hukum: perjanjian harus dibuat beranjak
dari kehendak bebas para pihak atau sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toetemming
van degenen die verbinden). Pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum
untuk bertindak (de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan); perjanjian harus mengenai hal
tertentu (eene bepald onderwerp object) dan apa yang diperjanjikan tidak boleh sesuatu yang melawan
hukum (eene geoorloofde oorzaak).

Ketentuan dalam NBW dalam buku 6 Pasal 213 memberikan pengertian perjanjian sebagai
berikut: perikatan merupakan suatu hubungan hukum di bidang hak harta kekayaan
(vermogenrechtelijke) antara dua tau lebih orang atas dasar mana pihak yang satu (schuldenaarm
debiteur) wajib melaksanakan suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak yang satu (schuldenaar, debiteur)
wajib melaksanakan suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak yang satu (schuldieser, creditor) berhak
atas prestasi tersebut. Perjanjian obligatoir atau verbintenissen sdheppende overekoms (perjanjian
yang melahirkan perikatan) yang dalam perjanjian itu para pihak menetapkan faktor-faktor
tertentu antara mereka harus dibuktikan (perjanjian pembuktian). Suatu perjanjian (obligatoir
overeenkomst) adalah suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) yang terbentuk dari dua unsure
kehendak dan peryataan (wil en verklaring) (Pasal 3:33 NBW).

Syarat sahnya suatu perjanjian yang kesatu (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya) dan
syarat kedua (cakap untuk membuat suatu kontrak) disebut syarat subyektif, karena menyangkut
subjek hukum yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat
ketiga (objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan) dan syarat ke empat (sebab
atau kausa yang diperbolehkan) disebut sebagai syarat objektif, karena menyangkut objek hukum

* Ibid. Bandingkan dengan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta, Sinar
Grafika, 2004, hall yang mengatakan secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab di istilahkan dengan Mu'ahadah
Ittifa’, Akad) yang menyimpulkan pesjanjian adalah suatu perb kesepak antara g atau beberapa orang
lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

¥ Muhammad Syafiuddin, Hukunr Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik
hukum, Seri Pengayaan Hukum Peril Mandar Maju, Bandung, 2012, hal.1.

* Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke tiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal.592,

" Bryan. A.Garner Editor in Chief, Black’s Law Dictionary Eighth Edition, Thomson West, St.Paul, 2004, hal. 341, the torm
contract has been used indifferently to rafer to three different things: (1) the sevies of aperntive acts by the parties resulting in new legal
raltions; (2). The physical docusment executed by the parties as the lasting eviderice of their having perfomed the necessary operative acts
and also as an operative fact in itsels; (3). The lego! ralations resulting from the operative acts, consisting of @ right or rights in personam and
their corresponding duties, panied by certain powers, privileges, an immunities.
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yang di perjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat kontrak.? Dalam hal
ini tidak dipenuhi unsur pertama kesepakatan dan unsur kedua kecakapan maka perjanjian ter-
sebut dapat dibatalkan (vernietighaar), sedangkan apabila tidak dipenuhi unsur ketiga suatu hal
tertentu dan unsur keempat kausa yang diperbolehkan maka perjanjian tersebut batal demi
hukum/neitig.

Subekti menggolongkan 4 syarat itu menjadi 2 bagian yaitu: a.bagian pertama mengenai
subyek perjanjian, ditentukan oleh orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu me-
lakukan perbuatan hukum tersebut dan adanya kesepaktan yang bebas (konsesus) yang menjadi
dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebabasan menentukan kehendaknya (tidak ada
paksaan, kekilafan atau penipuan), sedangkan bagian kedua mengenai obyek perjanjianya, yang
ditentukan oleh apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk menetapkan
kewajiban masing-masing pihak dan yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak berten-
tangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan. Jika tidak dipenuhi syarat-syarat
subyektif maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim, dan jika tidak dipenuhi
syarat-syarat obyektif maka akan diancam dengan kabatalan perjanjian demi hukum.?!

Mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, NBW telah membuat berbagai perkembangan baru
salah satunya adalah menyangkut pengembangan syarat ke-4 tentang suatu sebab yang dilarang
sedimikian rupa sehingga syarat ke-3 tentang pokok persoalan tertentu telah dimasukkan ke
dalam syarat ke-3 tentang perjanjian yang dilarang dalam NBW. Untuk sahnya perjanjian, NBW
memuat ketentuan sebagai berikut: 1). Kesepakatan yang meliputi: a. artikel 6:217 tentang pena-
waran dan permintaan, artikel 3:33 tentang kehendak dan peryataan, artikel 3:35 tentang asas
kepercayaan; 2). kemampuan bertindak meliputi: artikel 1:234 ayat 2 tentang persetujuan wali,
artikel 1 ayat 234 ayat 2 tentang penggunaan uang wali untuk kebutuhan hidup dan sekolah dan
artikel 1:235 tentang hand lichting; dan 3). tentang perjanjian yang melanggar yang meliputi;
arikel 3:4 ayat 1 bertentangan dengan ketertiban umum, aritkel 3:4 ayat 1 bertentangan dengan
undang-undang yang memaksa.?

Jika syarat pembentukan perjanjian terpenuhi maka perjanjian tersebut akan mengikat bagi
para pihak yang mebuatnya. Berdasarkan asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) petjanjian
yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun demikian
kekuatan mengikat suatu perjanjian memiliki beberapa batasan, misalnya dengan itikad baik,
kepatutan, kebiasaan, undang-undang dan keadaan memaksa.?

Cina sangat menekankan prinsip itikad baik, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan The Uniform
Contract Law. Selama perjanjian berlangsung dan bahkan dalam hal perjanjian diputuskan, hukum
perjanjian mewajibkan para pihak untuk menerapkan kewajiban-kewajiban seperti pemberitahuan
dan kerahasian sejalan dengan prinsip itikad baik dan kebiasaan perdagangan. Meskipun dalam
perjanjian sudah mengatur tentang klausula-klausula standart namun tetap meminta para pihak
mengutamakan prinsip keadilan. Sebaliknya United Kingdom dikatakan sebagai negara yang
sangat jarang mengacu atau mengakui prinsip itikad baik.*

Prinsip itikad baik merupakan pedoman penting bagi perilaku petjanjian yang menembus
sistem hukum civil law. ® Asas itikad baik dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1338 BW ayat 3 yang
menyatakan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik yang ter-
tuang dalam Pasal 1338 BW ayat 3, yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak untuk

* Ibid, hal 110-112.

*! Perbedaan antara batal dan dapat dibatalkan adalah penting karena melibatkan hak-hak dari pihak ketiga Sebagai contes:
jika perjanjian jual beli barang batal, hak milik atas barang yang dijual tidak akan berpindah kepada pemb liJika perjang
dapat dibatalkan, perjanjian ity tetap berlaku kecuali jika pihak yang tidak bersalah itu memilih untuk mengakhiri perjanian i

# H.P Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Baru Pembatalan Perjanjian, Liberty, Jogjakarta, 1992, hat
75-76.

# Natasya Yunita Sugi i, Sikap Pemgadilan Indonesia dalam Perkara yang Berkaitan dengan P dan Pelak:
Kontrak, Jurnal Hukum,Vol. 3 No. 1 Okt 2008.

* Ibid, hal.52 Bandingkan dengan Alberto M.Musy, The Good Faith Principle in Contract Law and The Precontractual Dy
fo Disclose: Comparative Analysis of New Differences in Legal Cultures, Universita del Poemonte Orientale Facolta di Econossa.
Novara, Desembere 2000, hal.1 bahwa dalam System Civil Law yang diwakili Prancis, Jerman dan Italia menerapkan sjaras
Box\nethdsedangkanSystemCommonlawdiwahﬁhggﬁsﬂdakmmhﬁkrwaitmummdmduiparapihakdnh
} k untuk hi standar itikad baik.

= Emily M.Weitzzenbock, Good Faith and Dealing in the context of contract by electronic agents, Proceedings of the AISS
2002 Symposium on Intelligent Agent in Virtual Markets, 2-3 April 2002, Imperial College London, hal. 1.




akan kontrak dengan itikad baik. Sejalan dengan perkembangan jaman, ketentuan ini
n secara luas (extensive interpretatiaon) yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa,
baik tidak saja berperan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga berperan pada tahap penanda-
n dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (precontractual fase).
Makna itikad baik dalam perjanjian tersebut tidak jelas maksudnya. Akibatnya orang akan
- wenenui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri. Menurut Ridwan Khairandy
~#emang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.? Dalam praktik
pelsksanaan perjanjian sering ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatutan dan
Sepantasan dalam melaksanakan suatu kontrak.

Menurut teori klasik hukum perjanjian, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana
penanjian sudah memenubhi syarat hal tertentu, akibat ajaran ini tidak melindungi pihak yang
menderifa kerugian dalam tahap prakontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini per-
~amjian belum menenuhi syarat tertentu.?* Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian, haruslah
sangat diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra perjanjian atau negosiasi, karena
“=kad baik baru diakui pada pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau
setelah negosiasi dilakukan. Terhadap kemungkinan timbulnya kerugian terhadap pemberlaku-
%an asas itikad baik ini, Suhamoko menyebutkan bahwa secara implisit Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus
#da sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji pra perjanjian dapat diminta pertang-
gungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari.®

Sampai saat ini tidak ada makna tunggal itikad baik dalam perjanjian, sehingga masih terjadi
perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna dari itikat baik itu. Itikad baik para pihak
Haruslah mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang ditengah masyarakat, sebab itikad baik
merupakan bagian dari masyarakat. Sifat dari itikad baik dapat berupa subjektif, dikarenakan
terhadap perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun akan melaksanakan
penjanjian adalah sikap mental dari seseorang. Banyak penulis ahli hukum Indonesia menganggap
#ikad baik bersifat subjektif. Akan tetapi sebagaiman dikutip Ridwan Syahrani dalam bukunya
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, menyebutkan para kalangan ahli hukum
Belanda antara lain Hofmann dan Vollmar menganggap bahwa di samping adanya pengertian
itikad baik yang subyektif, juga ada itikad baik yang bersifat obyektif, oleh mereka tidak lain
maksudnya adalah kepatutan(billikheid, redelijkheid).®

Berkaitan dengan perjanjian asuransi Nieuwenhuies dalam bukunya H.P Pangabean mem-
berikan pengembangan pengertian perjanjian melalui ketentuan Niewtw Burgelijke wet Bock (NBW)
sebagai berikut:*' Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang mempunyai sifat khusus dan
unik sehingga perjanjian ini memiliki karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan
dengan jenis perjanjian lain, Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat
umum perjanjian dan di samping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu
vang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi sendiri.

Asas-asas perjanjian sangatlah perlu untuk memahami berbagai ketentuan undang-undang
mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat sah perjanjian asuransi diatur dalam
Pasal 1320 BW yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek terentu dan kausa yang
diperbolehkan.® Ketentuan Pasal 1320 BW berlaku dalam perjanjian asuransi sebagai syarat

* Haryo Sulisyantoro, Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak (Suatu Orientasi dengan Mefode Pendek Sistem, Liga Hukum
Vol.2 No.1 tanggal 1 Januari 2010, hal.34.

# Ridwan Khairandy, Op.Cit, hal.129-130.

* Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta, Prenada Media, 2004, hal. 5

® Ibid., hal. 8-9. Lihat Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilar rkan, produksi, mengiklankan
suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar,................. sedangkan Pasal 62 ayat 1 mengatur ancaman pidana yang
disebutkan bahwa:” ..... yang melanggar ketentuan Pasal 9,....dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

* Ibid, hal 262.

* H.P Panggabean, Op.Cif, hal.13.

* Dalam sistem hukum Common Law, syarat pokok perjanjian yang harus dipenuhi meliputi: a. maksud gadak
perjanjian; b. persetwjuan yang tetap (ag; ; ¢. prestasi (consideration); d. bentuk (form); d. syarat-syarat tertentu
(define terms) dan e. kausa yang halal (legality). 5.B Marsh and J.Soulsby alih bahasa Abdulkadir Mk 3 i Tane

Bandung, Alumni, 2010, hal.94-95.




298

umum di samping syarat khusus yang terdapat dalam buku I Bab IX BW. Syarat khusus yang
dimaksud antara lain: asas kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest principle),
atas kejujuran yang sempurna (utmost good faith), asas idemnitas (indemmity principle) dan asas
subrograsi (subrograsi principle).

M.A Wijngaarden dan Mr.C.J van Zeben memiliki pandangan yang menyangkut perjanjian
khusus yang diperinci sebagai berikut:* a. buku 7 NBW mengatur berbagai perjanjian khusus
yang diistilahkan dengan “benoemde overreenkomsten” (perjanjian bernama) atau bijzondere
overeenkomsten (perjanjian khusus). Dalam WvK juga dijumpai perjanjian khusus seperti: a.
asuransi; b. adanya pengaturan perjanjian khusus bertolak dari system perjanjian yang terbuka;
c. berlakunya ketentuan-ketentuan umum dalam hukum perjanjian (NBW) berlaku untuk semua
perjanjian, maka perjanjian-perjanjian khusus berlaku untuk ketentuan khusus; d. perjanjian
campuran (gemengde overeenkomst) yang berisi lebih dari satu kewajiban (prestasi) atau prestasi
yang berbeda bentuknya dikenal tiga teori sebagai alternative penyelesaian, yaitu absorptive
theory, cumulatie theory dan sui generis theory.

NBW telah menentukan 4 alasan pembatalan perjanjian yaitu: a). artikel 3:44 ayat 1 menentu-
kan tiga alasan pembatalan perjanjian yaitu ancaman (bedreiging), penipuan (bedrog) dan penyalah-
gunaan keadaan (misbruik van omstandigheden); b). artikel 6:228 ayat 1 menentukan alasan ke-4
untuk pembatalan perjanjian yaitu kesesatan (dwaling).>¢

Penyalahgunaan keadaan tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian tetapi
berhubungan dengan apa yang terjadi pada saat lahir-nya perjanjian yaitu penyalahgunaan
keadaan. Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak,
lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut
pembatalan pejanjian. Penyalahgunaan keadaan diketegorikan sebagai cacat kehendak karena
lebih sesuai dengan isi dan hakikat penyalagunaan keadaan itu sendiri. Ja tidak berhubungan
dengan syarat-syarat objektif perjanjian (Pasal 1320 BW) melainkan mempengaruhi syarat-
syarat subyektif. Gugatan atas penyalahgunaan keadaaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu.
Pengugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak dikehendaki dalam bentuk-
nya yang demikian,

Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan itu dalam 2 jenis yaitu:

1) Penyalagunaan keadaan karena keunggulan ekonomis, yang memerlukan 2 persyaratan
yaitu: (1) satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomi terhadap ang lain; (2) pihak
yang lain terpaksa mengadakan perjanjian;

2) Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan yang memerlukan 2 persyaratan
yaitu: (1) salah satu pihak penyalahgunaan kebergantunga relatif, misalnya suami-isters
dokter-pasien, dan pendeta-jemaat; (2) salah satu pihak menyagunakan keadaan jiwa yang
istimewa dari pihak lawan, misalnya adanya gangguan kejiwaan, tidak berpengalaman.
gegabah kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik.*®

Pasal 6:228 ayat 1 NBW menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena
pengaruh kesesatan (dwaling) dan apabila dia men-dapatkan gambaran sebenarnya, maka
perjanjian itu dapat dibatalkan:

1) Apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali
apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut.

2) Apabila kedua belah pihak mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharus-
nya mereka berupaya mendapatkan penjelasan terlebih dahulu.

* [bid, hal.14-15.

3 Ibid bandingkan dengan SB Marsh and ].Soulsby, Op.Cit, hal.122, Beb apa perjanjian yang kelil ya berisios
secara sempuma, i mungkin seluruh atau sebagaiannya tidak berdaya guna 2
perjanjian tersebut dibuat. Dalam Sistem Common Law dikatakan faktor yang pengaruhi berlakunya perjanjian melipes

keliruan (mistake), pert curang (misrep ion), kewajiban mengungkapkan fakta, paksaan dan pengaruh yasg
tidak pantas dan ketidak cakapan.

* H.P Panggabean, Op.Cit, hal.392-393.




'3 Apabila kedua pihak yang memutup pejanjian mempunyai pandangan keliru yang me-
mimbulkan kesesatan kecuali apabila dia tidak perlu mengetahui tenang pandangan yang
sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu.*

Pasal 6:228 lin 2 NBW, pembatalan tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang
#kan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian
- ®u yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu.
Fembatalan perjanjian dapat dikarenakan kesesatan, ancaman dan penipuan.

Kesesatan (dwaling) yang menurut Pasal 6:228 NBW, suatu tuntutan (pembatalan) atas dasar
“waling hanya dapat dipenuhi bila memenuhi lima syarat yaitu: (a) hubungan kausal antara
“waling dan terjadinya perjanjian; (b) kesesatan (dwaling) harus sesuai dengan satu atau lebih
dan yang disebutkan Pasal 6 :228 meliputi: penjelasan dari pihak lawan, pihak lawan tidak
memberikan penjelasan (tidak memberi keterangan yang patut diketahui); dan kesesatan dari
%edua belah pihak; (c) suatu hal yang nyata (kenbaarheid); (d) tidak termasuk keadaan yang
akan datang, kesesatan itu tidak menjadi beban yang tersesat.

Ancaman (bedreigingn), suatu perjanjian dapat dibatalkan jika terjadinya itu dengan ancaman
(Pasal 3:44 ayat 1 NBW). Hal ini bersifat melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi
seseorang atau harta bendanya. Dua pandangan yang menyatakan ancaman itu bersifat melanggar
hukum. Adanya acaman itu sendiri sudah merupakan perbuatan melanggar hukum, dan adanya
ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi ancaman itu dimaksudkan
untuk tercapainya kehendak orang lain.

Tipuan (bedrog), merupakan suatu bentuk kesesatan undang-undang membedakan bentuk-
bentuk dari hal yang menyesatkan (misleading): sengaja menyatakan hal yang tidak benar, sengaja
mendiamkan suatu kenyataan dimana orang bersangkutan berkewajiban menyatakan dan
cara tipu melihatnya (Pasal 3:44 ayat 3 NBW);

Penyalahgunaan keadaan, adalah suatu perbuatan dapat dibatalkan jika terjadi penyalah-
gunaan keadaan (Pasal 3:44 lid 1 NBW) yang meliputi:

) keadaan-keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden) seperti keadaan darurat, ketergan-
tungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;

b) suatu hal yang nyata (kenbaarheid) disyaratkan salah satu pihak mengetahui atau semestinya
mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak
(hatinya) untuk menutup suatu perjanjian;

¢) penyalahgunaan (misbruik) salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu ataupun dia
mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya;

d) hubungan kausal (causal verband) adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaaan
itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.*”

Terbentuknya ajaran penyalahgunaan keadaan disebabkan belum adanya ketentuan BW
yang mengatur hal itu. Hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan,
maka sering ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk sebagian atau
seluruhnya. Dasar pembatalan itu adalah cacat kehendak klasik yang diatur dalam Pasal 1321
BW yang berupa: kesesatan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog). Penyalahgunaan
keadaan apakah masuk dalam sebab (causq) yang tidak dibolehkan.

J-M van Dunne dan Gr.van den Burght® mengajukan keberatan dengan argumentasi: penger-
tian sebab ini diartikan sedemikian, sehingga perjanjian berhubungan denga tujuan atau maksud
bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan yang baik dan ketertiban. Pengertian sebab
yang dibolehkan dihubungkan dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan tidak
semata-mata pada isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat
Iahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan peryataan kehendak
dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat. Penyalahgunaan keadaan itu me-
nyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak.

* H.P Panggabean, Op.Cit, hal.40,
¥ H.P Panggabean, Op.Cit, hal 47.
* Ibid.
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Z.Asikin Kusumah Atmajah® menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai faktor
yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan
antara kedua belah pihak, Pasal 1320 sub kesatu BW. Cohen menyatakan bahwa tidak tepat
menggolongkannya sebagai kausa yang tidak diperbolehkan (ongeoorloofde oorzaak) Pasal 1320
BW. Kausa yang tidak diperbolehkan memiliki ciri yang sangat berbeda, karena tidak ada
kaitannya dengan kehendak yang cacat. Menurut H.P Panggabean menyimpulan bahwa
penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai
dengan isi dan hakekat panyalahgunaan keadaan itu sendiri.la tidak berhubungan dengan
syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektif.

Dalam perjanjian asuransi jiwa kedudukan antara tertanggung dan penanggung berkaitan
dengan hak dan kewajiban dalam polis tidak seimbang hal ini dikarenakan: pertama, kedudukan
penanggung lebih kuat baik dari pengetahuan maupun ekonomi, hal ini karena penang-gung
yang membuat dan mengetahui polis asuransi tersebut; dan kedua, dalam ketentuan WvK mem-
berikan perlindungan yang berlebihan pada penanggung hal ini dapat kita cermati pada rumusan
Pasal 251 WvK sangat melindungi kepentingan penanggung terdapat pada kalimat terakhir dari
pasal tersebut yang berbunyi: “...menyebabkan pertang-gungan batal.” (...maakt de verzekering nietig).

Dalam praktek justru ketentuan Pasal 251 WvK itu sering disalahgunakan penanggung
untuk melepaskan kewajiban kepada tertanggung, sehingga sangat merugikan kepentingan atau
hak-hak dari tertanggung. Penyalahgunaan keadaan dilakukan penanggung dapat kita lihat dalam
kasus sebagai berikut: kasus ini berawal dari tertanggung yang bernama Ny. Iriany Somitha Saragi
didatangi agen penanggung dari PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera dan menawarkan
Program Asuransi Jiwa Seumur Hidup Prima tanpa pemeriksaan dokter (Non Medical Check-up).
Tertanggung diberikan formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang telah disiapkan dan
menyuruh tertanggung cukup mengisi biodata calon tertanggung seperti: nama, umur, alamat,
data penerima santunan dan meminta menandatangani blanko tersebut. Sementara kolom
bagian yang menyangkut, keterangan kesehatan tertanggung justru diminta untuk tidak diisi,
karena akan diisi penanggung di kantor. Setelah tertanggung mengisi blanko Surat Permintaan
Asuransi Jiwa sesuai petunjuk penanggung, selanjutnya surat tersebut dibawa untuk diproses
lebih lanjut guna diterbitkan polis asuransi jiwa. Penanggung menyatakan pada tertanggung
bilamana masih diperlukan data dan atau informasi tambahan akan datang ke rumah tertanggung
lagi dan bilamana data-data tersebut sudah dinilai cukup, maka tidak ada kunjungan tinggal
menunggu diterbitkan polis atas nama tertanggung. Pada tanggal 1 Agustus 1999, tertanggung
menerima polis Nomor 99188449 atas nama Ny.Irianty Somitha Saragi.

Pada saat tertanggung meninggal dunia, ahli waris tertanggung yang bernama Vincent
Salim Saragih mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan syarat-syarat umum dalam ketentuan
polis Nomor 99188449 bahwa uang pertanggungan dibayarkan jika tertanggung meninggal
dunia, di-tambah akumulasi bonus pada tahun polis pada saat tertanggung meninggal dunia.

Penanggung menolak klaim yang diajukan oleh ahli waris dari tertanggung dengan alasan
bahwa tertanggung dinilai tidak jujur dalam mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPA]).
Disini jelas bahwa penanggung tidak beriktikad baik mengingat ketidakjujuran dalam pengisian
polis dilakukan oleh agen dari penanggung, sehingga berdasarkan perjanjian pemberian kuasa
penanggung seharusnya bertanggung jawab.

Dengan melihat kasus di atas jelas bahwa penanggung telah menyalahgunakan keadaan
dengan berlindung dibalik Pasal 251 WvK dikategorikan tidak beriktikad baik dalam melaksana-
kan kewajibannya sehingga jelas-jelas sangat merugikan hak-hak dari ahli waris tertanggung.
C. Kesimpulan

Perjanjian asuransi terjadi karena adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam
polis. Terjadi penyalahgunaan keadaan oleh penanggung dikarenakan, pertama, kedudukan

penanggung lebih kuat baik dari pengetahuan maupun ekonomi, hal ini karena penanggung
yang membuat dan mengetahui polis asuransi tersebut; dan kedua, dalam ketentuan WvK mem-

¥ Ibid.




berikan perlindungan yang berlebihan pada penanggung hal ini dapat kita cermati pada rumusan

Pasal 251 WvK sangat melindungi kepentingan penanggung terdapat pada kalimat terakhir das

pasal tersebut yang berbunyi: “...menyebabkan pertanggungan batal.” (...maakt de verzekering mietig).
Oleh karena itu penyalahgunaan keadaan oleh penanggung pada tertanggung dalam per-

janjian asuransi dapat dikategorikan dalam kea-daan keunggulan dalam bidang ekonomis

maupun kejiwaan.

Daftar Bacaan

Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary Einght Edition, St,Paul, Thomson West, 2004,

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Diacond S.R dan R.LCarter, Succes in Insyrance, John Murrey, London, 1984.

Hamzah, Asuransi Tanggung Jawab Produk, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Jerry, H.Robert, Undersanding Insurance Law, Lexis, San Fransisco, 2002.

Khairandy, Ridwan, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Mashudi, dan M.Chaidir, Bab-bab Hukum Perikatan, Pengertian-Pengertian Elementer, Mandar Maju,
Bandung, 1995.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Business Law, Alamni, Bandung, 2010

Musy,Alberto, The Good Faith Principle in Contract Law and The Precontactual Duty to Disclosire:
Comparative Analysis of New Differences in Legal Culteure, Universita del Poemonte Oreientale
Facolta di ecomomia, Novara, Desember, 2000.

Pangabean, H.P, Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Baru Pembatalan Perjanjian, Liberty,
Jogjakarta, 1992.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika,
Jakarta, 2004.

Patrik, Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro,1986.

Prakoso, Djoko, Hukum Asuransi Indonesia, Renika Cipta, Jakarta, 2004.

Rejeki, Sri Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asruansi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggungan dan Perkembangan, Badan Pembinaan
Hukum Nasional, Jakarta, 1980.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Bandung, 1994.

Sugiastuti, Nastasya Yunita, Sikap Pengadilan Indonesia dalam Perkara yang Berkaitan dengan
Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak, Junal Hukum, Vol.3 No.1 Oktober 2008,

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Prenada Media, Jakarta, 2004,

Sulistyoro, Haryo, Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak (Suatu Orientasi dengan Metode Pendekatan
Sistem, Liga Hukum, Vol.2, No.1, 2010.

Suryodiningrat, R.M, Azas-Azas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1985.

Suryono, Arief, Tanggung Jawab Penanggung dalam Asuransi Kesehatan di Indonesia, Diserfasi
Program Pascasarjana Univesitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Syafiuddin, Muhammad, Hukum Kontrak, Memahami Kotrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik
dan Praktik Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Weitzzenbock, Emily.M, Good Faith and Dealing in the context of Contract by electronic Agent, Proceding
of the AISB 2002 Symposium on Intellengent Agent in Virtual Markets, 2-3 april 2002, Imperial
College London.

Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, LNRI 1992 No.13, TLNRI No. 3467




